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ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB PANDEGLANG

Oleh : Firza Rizki Maulana

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang dimaksud dengan
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan
oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas
tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan di diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan. Mekanisme pemungutan
BPHTB ini memiliki 6 tahapan proses, yakni proses penetapan, proses
pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, proses penghitungan
pajak terutang, proses penelitian (verifikasi) SSPD, proses pembayaran.
Dalam proses penetapan disini penetapan objek pajak, subjek pajak dan
wajib pajak, tarif pajak. Proses pengisian Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) BPHTB dapat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau
Notaris, dan dapat juga melalui Kantor yang membidangi Lelang Negara
atau Kepala Kantor yang membidangi pertanahan. Proses perhitungan pajak
terutang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang
nilai perolehannya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP). Proses penelitian (verifikasi) SSPD meneliti kebenaran
pengisian SSPD. Proses validasi. Proses pembayaran dapat dilakukan
melalui Bank yang ditunjuk (Bank BJB) atau Bendahara Penerimaan Dinas.

Kata Kunci: Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
Dan Bangunan
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ABSTRACT

MECHANISM FOR COLLECTION OF DUTY FOR ACQUISITION OF
LAND AND BUILDING RIGHTS IN THE REGIONAL REVENUE
AGENCY OF PANDEGLANG REGENCY

By: Firza Rizki Maulana

Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) is a tax on the
acquisition of land and/or building rights, which is meant by the acquisition
of land and/or building rights is an act or legal event that results in the
acquisition of land and/or building rights by an individual or entity. . What
is meant by rights to land and/or buildings are rights to land, including
management rights, along with buildings on it, as intended in the law on
land and buildings. The BPHTB collection mechanism has 6 process stages,
namely the determination process, the process of filling out the BPHTB
Regional Tax Payment Letter (SSPD), the process of calculating the tax
payable, the SSPD research (verification) process, and the payment process.
In the determination process, here the determination of tax objects, tax
subjects and taxpayers, tax rates is determined. The process of filling out the
BPHTRB Regional Tax Payment Letter (SSPD) can be through the Land Deed
Making Officer (PPAT) or Notary, and can also be done through the Office
in charge of State Auctions or the Head of the Office in charge of land. The
process of calculating the tax payable is imposed on the acquisition of rights
to land and/or buildings whose acquisition value is above the Sales Value of
Non-Taxable Tax Objects (NJOPTKP). The SSPD research (verification)
process examines the correctness of filling in the SSPD. Validation process.
The payment process can be done through the designated bank (BJB Bank)
or the Office Revenue Treasurer.

Keywoards: Mechanism for Collection of Fees for Acquisition of Land
and Building Rights
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BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perpajakan adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara, lebih dari
itu pajak adalah bentuk kerja sama langsung antara pihak Superior yang
dalam hal ini adalah pemerintah dan pihak Inferior yang tiada lain adalah
rakyat itu sendiri. Bentuk kolektif dari wajib pajak ini bertujuan untuk
memenuhi kewajiban para konstituen dalam hal perpajakannya dan bagi
keuangan negara serta pembangunan di dalam negeri. Kemakmuran atau
Kesejahteraan dalam undang-undang tersebut secara filosofis mengartikan
bahwa dalam hal kemakmuran salah satu aspeknya ialah terdapat sarana
pembangunan negara yang memadai, oleh karenanya hal ini tidak lepas dari
kesadaran warga negaranya untuk membayar pajak, pajak ini ditujukan
untuk pembangunan ekonomi negara, dan dapat meningkatkan
kesejahteraan seluruh daerah di Indonesia secara jujur dan berkeadilan. Oleh
karena itu, pajak harus ada untuk meningkatkan pendapatan negara.

Menurut Hidayatullah A(dalam resmi, 2021:1), Pajak di Indonesia
terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan
kewenangannya yang dimaksud dengan Pajak Pusat adalah jenis pajak yang
dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Sedangkan yang dimaksud Pajak Daerah adalah pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun

Kota/Kabupaten, melalui lembaga yang berada di wilayah tersebut



(Anggoro D, D. 2017). Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh
dalam mencari sumber keuangan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Hal ini didukung oleh dana perimbangan antara
pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah
satu kebijakan yang umum dilakukan adalah peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan utama daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk kegiatan
pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat. Tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, sehingga
pendapatan tambahan dapat digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang
telah direncanakan sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri
dapat dimaknai dengan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) pula bertujuan memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai
dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah Dan Retibusi
Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
sumber keuangan yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan Pendapatan yang bersumber



dari empat jenis pemasukan yaitu seperti pajak daerah, retribusi daerah,
pengelolaan kekayaan yang dipisah hingga pendapatan sah lainnya.

Penulisan ini akan membahas terkait Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini didasari atas permintaan atas tanah
dan/atau bangunan yang meningkat sebagai akibat dari peningkatan
kegiatan pembangunan di semua sektor. Secara alami, ada jumlah tanah dan
bangunan yang sangat terbatas. Tanah tidak hanya digunakan untuk
kebutuhan mendasar seperti perumahan dan ruang komersial, tetapi juga
merupakan sarana keuangan yang sangat sukses. Jika kita memiliki
bangunan di tanah sendiri akan cukup menguntungkan. Bangunan
membantu pemiliknya meningkatkan taraf hidup secara finansial. Oleh
karena itu, nilai tanah dan/atau bangunan dalam kehidupan sehari-hari amat
tinggi. Pungutan dalam bentuk pajak tentu saja dikenakan oleh negara
kepada setiap orang atau badan yang memperoleh nilai ekonomi dan
manfaat dari harta benda dan bangunan atau mereka yang memperoleh hak
atasnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai bea (Djudi M & Sulasmiyati.
2016).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pandeglang
memiliki peran sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola
dan mengawasi pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB). Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi
pemungutan pajak ini, penting untuk memahami dan menganalisis

mekanisme yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)



Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pemungutan pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak BPHTB merupakan pajak daerah yang dikenakan pada setiap
perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik melalui pemindahan hak dari
individu maupun melalui pemberian hak baru oleh pemerintah kepada
individu atau badan. Wajib pajak diharuskan untuk menunjukkan bukti
pelunasan BPHTB yang sebelumnya belum terbayar. Hal ini harus didasari
oleh wvalidasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten
Pandeglang. Validasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan data dengan
transaksi yang telah terjadi, melakukan pemeriksaan ulang terhadap
kelengkapan data yang mungkin terlewatkan saat pemeriksaan sebelumnya,
serta mengurangi tingkat kecurangan wajib pajak dalam pembayaran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dasar penulisan Tugas Akhir ini pula didasari karena penulis
melakukan magang di BAPENDA Kabupaten Pandeglang. Selama magang
di BAPENDA Kabupaten Pandeglang, penulis memiliki kesempatan yang
berharga untuk melakukan penulisan tentang mekanisme pemungutan pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di instansi tersebut.

Selama magang, tugas utama penulis adalah melakukan studi
lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pemungutan
pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di
BAPENDA Kabupaten Pandeglang. Penulis aktif melakukan peninjauan

langsung ke lapangan, berinteraksi dengan petugas perpajakan, dan



mengamati proses pemungutan pajak secara langsung. Hal ini
memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam
tentang mekanisme yang diterapkan dalam pemungutan pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah tersebut.
Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan
menggunakan literatur dan referensi yang relevan. Penulis membaca
berbagai buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan
perpajakan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Studi kepustakaan ini membantu penulis memperdalam pemahaman tentang
teori dan konsep-konsep perpajakan yang berkaitan dengan penulisan ini.
Selama magang, penulis juga melakukan wawancara dengan para
pegawai dan petugas perpajakan di BAPENDA Kabupaten Pandeglang.
Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik
dan mendalam tentang kendala, proses, dan upaya yang terkait dengan
pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
di instansi tersebut. Penulis banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang relevan dan mendalam untuk memperoleh data yang akurat dan valid.
Selanjutnya, penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi
langsung terhadap kegiatan sehari-hari di BAPENDA Kabupaten
Pandeglang. Penulis mencatat proses penginputan data, pembuatan laporan,
dan pelaporan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB). Observasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang



implementasi mekanisme pemungutan pajak BPHTB dan memperkuat hasil
penulisan ini.

Oleh karena itu Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui
mekanisme pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) di BAPENDA Kabupaten Pandeglang. Melalui penulisan ini,
diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai proses
pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
mulai dari identifikasi objek pajak, penentuan besaran pajak, hingga tahap
penagihan dan penyetoran pajak.

Selain itu, tugas akhir ini juga akan menganalisia permasalahan yang
mungkin dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Pandeglang dalam
melakukan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), seperti kendala administratif, ketepatan penilaian objek pajak,
serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang
konstruktif bagi BAPENDA Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB).



Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut mengenai pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padeglang?

2. Apa saja kendala Dan Upaya Pemungutan BPHTB di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang?

Tujuan Penulisan

Sedangkan Tujuan Penulisan terkait pajak Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini adalah untuk :

I. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan BPHTB di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.

2. Untuk mengetahui Kendala Dan Upaya Pemungutan BPHTB di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat pada penulisan ini oleh penulis dibagi kedalam dua
bagian, yakni manfaat akademik dan manfaat praktik. Manfaat-manfaat

tersebut ialah sebagai berikut:



Manfaat bagi penulis

Bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta

menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan saat

melakukan praktik dilapangan mengenai pajak Daerah, khususnya

BPHTB.

Manfaat Bagi Pembaca:

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

informasi referensi untuk penulisan selanjutnya

Manfaat Bagi Instansi:

1) Kontribusi bagi BAPENDA Kabupaten Pandeglang: Tugas akhir
ini akan memberikan manfaat langsung bagi BAPENDA
Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pemungutan BPHTB. Analisis yang dilakukan akan
mengidentifikasi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh
BAPENDA, seperti kendala administratif dan ketepatan
penilaian objek pajak. Rekomendasi dan solusi yang dihasilkan
dari penulisan ini akan membantu BAPENDA dalam

mengoptimalkan proses pemungutan pajak BPHTB.
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